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RINGKASAN
KINERJA KEUANGAN DAERAH OTONOM DI PROPINSI BENGKULU

Oleh:
Prof. Dr. Kamaludin, SE.MM
Sri Adji Prabawa, SEME
Chairil Afandy, SE.MM

Empat daerah otonom yang ada di Propinsi Bengkulu sebelum adanya pemekaran wilayah adalah
Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten
Bengkulu Utara. Scharusnya secara teoritis ke-empat daerah otonom ini memiliki kemandirian
keuangan daerah yang cukup tinggi selain memiliki pengalaman yang cukup baik juga memiliki
sumberdaya alam yang melimpah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja LKPD ke-empat daerah otonom tersebut
dengan menggunakan ukuran rasio-rasio yang ada. Tujuan lainnya adalah untuk melihat
variabel-variabel keuangan yang dapat membedakan sebelum dan setelah OTDA.

Beberapa hasil temuan penelitian bahwa ke-empat daerah tersebut masih memiliki
ketergantungan yang tinggi dengan pemerintah pusat atau mengandalkan dana perimbangan.
Sebaliknya kontribusi PAD masih sangat kecil. Di sisi lain rasio efisiensi APBD cukup baik,
sedangkan rasio pertumbuhan PAD sangat berfluktuatif khususnya beberapa kabupaten induk
akibat adanya pembentukan kabupaten baru. Sclain itu variabel utama dalam mengukur derajat
desentralisasi keuangan , kemandirian keuangan, efisiensi, dan pertumbuhan PAD tidak ada yang
signifikan. Ada beberapa variabel yang signifikan tetapi bukan menjadi ukuran utama, misalnya
variabel X;2(BHPBP:TPD), dan variabel X,3(SPP:TPD).

Kata kunci : LKPD, APBD, OTDA, PAD, BHPBP, TPD, dan SPP.
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Amamdulillah laporan penelitian hibah Magister Manajemeﬁ FE UNIB yang berjudul
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nudahan peneltian ini dapat diterbitkan dalam jurnal terakreditasi,
" peneliti semoga temuan penelitian ini dapat dijadikan acuan penelitian
dalam kontek yang sama dan menjadi masukan bagi pemerintah daerah di
Pr gkulu untuk memacu kemandirian keuangan. Ucapan terima kasih disampaikan
kepada segala pihak yang mendanai penelitian ini yaitu Program Magister Manajemen
Hﬂ:ﬁmoml dan Bisnis UNIB, melalui DIPA UNIB. Selain itu ucapan terima kasih juga
k=pada beberapa mahasiswa Jurusan Manajemen FEB UNIB yang telah banyak membantu
- @aiam penelitian ini.
‘Segala keritik dan saran dari semua pihak maka peneliti menerima dengan sepenuh
ﬁmhb itu apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penelitian ini kritik dan
t bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Bengkulu, 15 Desember 2013
Ketua Peneliti,

Prof. Dr. Kamaludin, SE., MM
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BAB |
PENDAHULUAN

= Lot Seakang

SRSl adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang juga sekaligus tumbangnya
SS0E 848U lebih dari 30 tahun yang menuntut adanya otonomi daerah
DS seces es. OTDA tidak hanya menuntut desentralisasi kekuasaan juga
Sempikas peca cesentralisasi keuangan pada daerah tingkat dua. Paling tidak ada
S.s 3===0 y=rg s==ma ini dirasakan oleh masyarakat. Pertama, intervensi masyarakat
@ mas= =o e=n menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas
Semesian d=ecan dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan deomkrasi
& Ssesas Kecia acahan dan statutory requirement yang terlalu besar dari pemerintah
| ess memyetatkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah
| Ssesss sesmiel menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai
St urnuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2004).

SEoeoen daerah yang memberikan wewenangn dari pemerintah pusat kepada
@=meseian cserzh untuk mengatur dan dan mengurus kepetingan masyarakat
Setemcat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat sesuai peraturan
Perunceng-undangan yang berlaku. Otonomi daerah memiliki banyak sekali implikasi,
seperti cesetralisasi keuangan dan kewenangan. Desetralisasi keuangan dan
s=wenzngan tersebut telah membuat beberapa daerah bertindak yang terkadang

&5 memetingkan pribadi dan kelompok oleh pemerintah daerah yang berkuasa saat
[N

Femerintzh daerah dalam mengelola keuangan daerah tidak lagi berdasarkan
s errsp wvalue for money bagi kesejahteraan masyarakat. Ada indikasi
pemborosan pembiayaan terhadap beberapa program atau kegiatan yang tidak
semestoye untuk dibiayai, misalnya- pemanfaatan dana BANSOS yang begitu besar
menielang PILKADA (Kamaludin, 201).  Pengalaman yang terjadi selama ini
menuniukan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran



Ss=ut. Whwsesowa pengeluaran daerah belum mampu berperan secara efektif dalam
mesdorons S pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian

SgEean yang tidsk sesual dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang
mEscesmeian aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, karena kualitas perencanaan
SEssran faeran relatif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan
SeSSSsmamouan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara
Seessamtongan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat, sehingga hal

SSeSus meningkatkan fiskal gap. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan
Ssseancing 2tzu overfinancing yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat
S, efsiensl dan efekdifitas unit kerja Pemerintah Daerah.

Uncans Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun
200 feierg Femerintzhan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Jo
SSseg uesemg Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Semesmtsn Pusat dan Daerah merupakan landasan pelaksanaan desentralisasi di
S poiti, acministrasi, dan fiskal dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah.
UmSsne Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Sesesion pembagian kewenangan dan fungsi (power sharing) antara pemerintah
Juset cam c2esah. Sementara Undang-Undang Nomor 25 Jo Undang-Undang Nomor 33
Shus 2oce mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial sharing)
@SrE pusat dan daerah sebagai konsekuensi pembagian kewenangan tersebut.
%202 undangundang ini menekankan bahwa pengembangan otonomi daerah
Sselengsarskan dengan memperhatikan  prinsip-prinsip  demokrasi, partisipasi
—asyarakat, pemerataén, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman
Sumber daya daerah.

Acanyz otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam
=esghoun dan mengelola dana masyarakat seperti diatur dalam pasal 5 dan 6
UncansUndang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan
Cesentraisas, caerah berhak atas sumber-sumber penerimaan berupa: 1) Pendapatan
AsE dzerah; 2) Dana Perimbangan; 3) Pinjaman Daerah; 4) Lain-lain penerimaan yang
s3h. Damozk dari Otonomi daerah tersebut mewajibkan Kepala Daerah sebagai




- pengelolaan Kkeuangan daerah untuk mengelola dan
vabkan keuangan daerah.

m keduz UU No. 22 dan 25 tahun 1999 diberlakukan, berbagai kegiatan
=h, terutama program pembangunan, lebih banyak diputuskan dan
=" sian oleh pusat melalui instansi vertikalnya di daerah (KANWIL dan
%edua UU itu diberlakukan pada 1 Januari 2001 daerah menerima
= Degitu besar. Untuk melaksanakan semua itu pemerintah pusat
‘okasi umum (DAU) yang pada umumnya lebih besar dibandingkan
30 dan belanja daerah (APBD) tahun-tahun sebelumnya. Tanggung
san  DAU  diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dalam
¥2ng diterima dinilai kurang dibanding kebutuhan untuk dapat
=gan pelayanan pemerintahan secara baik. Selain kekurangan dana,
' £ selama lebih dari tiga dekade sebelumnya telah terbiasa menerima
= pusat masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem
menintzhan yang baru ini. Waktu yang dibutuhkan untuk beradaptasi
=20 dengan daerah lainnya sangat beragam sehingga terjadi

=m implementasi undang-undang tersebut.

kebijakan desentralisasi dan OTDA yang telah berlangsung lebih
£2hun tersebut peluang keberhasilan kebijakan baru ini masih diragukan
phak. Keraguan itu timbul karena adanya berbagai faktor penghambat
v2 indikasi negatif yang terjadi di lapangan sehingga pelaksanaan
=7 OTDA dinilai tidak berlangsung sesuai dengan amanat peraturan
Hingga saat ini pemerintah pusat belum menyelesaikan tanggung
w2 membuat peraturan perundangan pendukung pelaksanaan Undang-undang
0. 22, 7999, tetapi di sisi lain, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa
Perundangan yang bertentangan satu sama lain. Propinsi  dan
_ Selum  memiliki persepsi yang sama dalam menjabarkan

=. Demikian pula nuansa kolusi, k'orupsi dan nepotisme (KKN) dalam



secara luas bagi masyarakat juga belum secara konsisten
), 2002).

=iti mengindikasikan semenjak OTDA dibandingkan sebelum
ngan daerah otonom memiliki keanekaragaman hasil. Beberapa
_ (2007), Thiessen (2003), Malik et al (2006), limi (2005), Fadjar et
2527 dan Wibowo (2008) mengemukakan desentralisasi keuangan
2ositp pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya beberapa peneliti
"= seperti dikemukakan oleh Xie et al (1999), Zhang dan Zou (1998),
2= (2205). Demikian halnya dengan kinerja keuangan daerah otonom
- fga  memperoleh hasil yang berbeda beda. Beberapa
Was Wmeriz relatip baik sendangkan lainnya menyatakan tidak lebih baik

reformasi adalah menuntut hak otonom daerah yang lebih
=ngatur dan mengelola keuangan daerah secara otonom dengan
dan diharapkan kesejahteraan masyarakat lokal lebih baik
8D yang ada. Kenyataan yang terjadi justru pemerintah daerah
< diberi otonomi yang begitu luas. Berkaitan dengan APBD banyak
0 yang tidak tepat sasaran, efektivitas dan kemandirian keuangan yang
2 inefisiensi anggaran.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

7€ No. 22 dan 25 tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah
=20 yuridis bagi pengembangan OTDA di Indonesia. Undang-undang
“an bahwa pengembangan OTDA pada daerah Kabupaten dan Kota
3 memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta

dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan

= diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksankan
=7 kewenangan yang luas , yata dan bertanggungjawab kepada
h secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan

24

sengsturan pembagian dn pemanfaatan sumberdaya nasional yang
=752 perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2004).
: =2ng  tersebut pada intinya menginginkan mendorong
syarakat, pengembangan prakarsa dan kreéttvltas, peningkatan
? masyarakat, dan pengembagan peran fungsi DPRD. Undang-undang
=mberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota
- tuk dan melaksankan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi
"

‘S==m perjalanannya banyak yang mempertanyakan pelaksanaan undang-
g ersel dapat mewujudkan pemerintah daerah otonom yang efisien, efektif,

b

‘@an akuntabel secara berkesinambungan. Semenjak dilakukan OTDA
se—uz pemerintah daerah terkena kasus hukum. Dari catatan yang ada hanya
=g belum tersandung kasus hukum. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan
s keuangan di daerah tidak dilaksanakan ke-5 prinsip-prinsip tersebut.

=kan OTDA hampir semua daerah berupaya merekrut PNS sebanyak
z=n calih untuk meningkatkan layanan masyarakat. Padahal semua orang

% tersebut penuh dengan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).



mizh PNS melebihi jumlah yang dibutuhkan tetapi hal yang aneh
1 layanan. Indikasi sangat jelas sangat lamnya dalam memproses
biaya yang tidak jelas pula, misalkan dalam pengurusan perizinan.
tersebut bermaksud memberdayakan pemerintah daerah,
bzhan yang dinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah
adalah sebagai berikut:

2n keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.

=7 tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan
@n daerah khususnya.

pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan
i; DPRD, Kepala Daerah, SEKDA, dan lainnya.

hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan
n uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for
pansi dan akuntabel.

tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS
* ratio maupun dasar pertimbangannya.

tuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan
arar multi tahunan. -

gadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional.

<untansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan
20 publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja
Zaran, dan transparansi informasi anggaran kepada public.

% pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan,
asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan
isme aparat pemerintah daerah,

angan system informasi keuangan daerah untuk menyediakan
asi anggaran yang akurat dan penéembangan komitmen pemerintah
er2h dalam penyebarluskan informasi sehingga memudahkan pelaporan

=ngendalian, serta mempermudahkan mendapatkan informasi.




No.22 dan No. 25 tahun 1999 yang mengatur otonomi daerah di
= tonggak sejarah yang sangat penting dalam manajemen
di Indonesia. Kedua Undang-undang tersebut adalah
‘memungkinkan pemerintah daerah mengatur administrasi
n mandiri dan fleksibel (Sumarsono, 2010). Pengertian keuangan
turan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 5 adalah
2iban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
ai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Negara

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
miai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan
=ngan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan
‘2 daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah
pengertian APBD yaitu; suatu rencana keuangan tahunan

2n berdasarkan peraturan.
7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 2, ruang

3h meliputi:
=rah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
pinjaman;

swaiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
d--mi:ayar tagihan pihak ketiga;
Pmdaerah;
4. Pengeluaran daerah;
2an daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
=t berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan
= termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
20 pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
3an tugas pemermtahan daerah danfatau kepentingan umum.
Ut lhrdlasmo (2004), Manajemen Keuangan Daerah dapat dibagi

, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen
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e czerah. Selanjutnya Mardiasmo (2004) juga menjelaskan bahwa prinsip-
S penganggaran dan manajemen keuangan daerah adalah sebagai berikut:

=hensif dan disiplin
daerah adalah satu-satunya mekanisme yang akan menjamin
_ =nya disiplin pengambilan keputusan. Karenanya, anggaran daerah
"arus disusun secara komprehensif , yaitu menggunakan pendekatan yang
dalam diagnose permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar
yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang
=, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya.
= tingkat tertentu, pemerintah daerah harus diberi keleluasaan yang
=02l sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang
3. Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus diterapkan
hati-hati dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif danprakarsa

=x2n yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas
smentasi anggaran daerah. Sebaliknya, bila kebijakan sering berubah-
seperti metode pengalokasian dana alokasi umum (DAU) yang tidak
- === maka daerah menghadapi ketidakpastian.

Wimesiz Keuangan Pemerintah Daerah

= ran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam
sasi sektor publik misalkan pemerintah daerah. Kesuksesan organisasi itu
n untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan

ssuksesan pemerintah daerah melalui kemampuan organisasi  dalam
= layanan public yang relatip murah dan berkualitas. Pelayanan publik
=njadikan bottom line dalam pemerintah daerah (Mahmudi, 2007).

" Sengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian

=0 baik bisnis ataupun publik. Namun karena sifat dan karakteristik sektor
Serbeda dengan swasta, sehingga penekanan dan orientasi pengukuran
n terdapat perbedaan. Adapun tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor
E ___- aczizh:

= Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
= Menyediakan sarana pembelajaran pegawal

= Memperbaiki kinerja periode berikutnya




o

b

gan yang sistematik dalam pembuatan keputusan

ntabilitas publik,

wr kinerja dapat berasal dari dalam dan luar organisasi publik.
n=kan ukuran kinerja internal, maka penilaian sangat subyektip.
pertimbangkan value dan persepsi bagi masyarakat. Perlu diingat
=isasi public masyarakatlah menjadi sasaran akhir dari value for the
© 78D yang dianggarkan oleh PEMDA. Jika masyarakat tidak memiliki
_.'_'—-- 13dap program yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah
'_lmp merupakan pemborosan anggaran. Dalam kenyataannya
‘Brogram yang dirancang tidak berorientasi kepentingan publik.

" ndikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut

2itas dan standar pelayanan
i2n pelayanan, dan
=s2n masyarakat.
ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 37
=72 2dalah keluaranjhasil dari kegiatan/program yang akan atau telah
Jungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
=72 keuangan Pemerintahan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu
= Sicang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah
- akan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan
rtuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Kinerja instansi
*25 dzerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola
noer keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya: guna
‘o2 berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan
zunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah
ﬁ ill mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk

“ng2n masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan




| sektor publik atau Pemerintah merupakan organisasi
7 pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-
2 pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum,
Pelayanan publik diberikan karena masyarakat
organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah
laporan pertanggungjawéban kepada pemerintah pusat
masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan sistem
‘bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai
melalui alat ukur finansial dan non finansial.

menurut Ekawarna, et al (2009) adalah suatu metode atau
mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan
dan strategi. Pandangan tradisional terhadap pengukuran
72 hanya menekankan pada minimasi biaya (input), misalnya
Haya operasional. Sistem pengukuran kinerja modern selain
juga menilai tingkat fleksibilitas organisasi melayani
kuran kinerja menjadi luas cakupannya karena
pelanggan (customer satisfactions). Dalam melakukan
ada pemerintah sudah selayaknya meninggalkan pandangan
‘pada pandangan modem. Hal ini karena semua jasa dan produk
rintah ditujukan untuk memenuhi harapan dan keinginan

«2n arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
emonitor  dan mengevalua;i pencapaian  kinerja  dan
annya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif
perbaiki kinerja. ;




22i dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and

ent). Secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai
n sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. :
=5sgai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
“perbaiki kinerja organisasi.
embantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi,
=mbantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
-- astikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif,
=kan Mahmudi (2007) menjelaskan bahwa tujuan dilakukan penilaian

=ktor publik adalah:
* Mengetahul tingkat ketercapaian tujuan organisasi
= Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
Memperbaiki kinerja periode berikutnya
£ Memberikan pertimbangan yang sistimatik dalam pembuatan keputusan
pemberian reward dan punishment
5 Memotivasi pegawai
‘& Menciptakan akuntabilitas publik

Zxawarna, et al (2009), indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan
: gekspresikan secara kuantitatif efektifitas dan efisiensi proses atau operasi
@ Berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Indikator kinerja suatu
weas hendaknya dapat dipahami secara sama, baik oleh manajernen maupun
Dengan indikator yang sama dan persepsi yang sama maka penilaian
diharapkan menggunakan kriteria yang sama sehingga lebih objektif. Jadi
"e== 2danya indikator yang jelas, diharapkan akan menciptakan konsensus berbagai
B2k internal maupun eksternal untuk menghindari kesalahan interpretasi
pelaksanaan program dan dalam menilai keberhasilan suatu instansi
Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahﬁi apakah
as atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif.
- S3lah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola

daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang




TECR

=kannya (Suprapto, 2006). Hasil analisis rasio keuangan
sk tolok ukur dalam:
7 keuangan daerah dalam membiayai penyelengggaraan

a5 dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan

e masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan
- atau perkembangan perolehan pendapatan dan
= yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

‘we=uangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil
periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga

=mana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula
2r2 membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah
£0 keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi
= untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah
=merintah daerah lainnya (Suprapto, 2006). Memahami rasio

strumen analisis prestasi perusahaan yang menijelaskan berbagai
ator keuangan yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan
suangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu
rend pola perubahan tersebut untuk menunjukkan risiko dan
=xat pada perusahaan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan
%0 keuangan meskipun didasarkan pada data dan\kundisi masa lalu
%20 untuk menilai risiko dan peluang dimasa yang akan datang.
¢ H5zliim (2002) terdapat beberapa analisa rasio didalam pengukuran
me=n daerah yang dikembangkan -berdasarkan data keuangan yang
“a APBD adalah sebagai berikut :
=ntralisasi fiskal antara pusat dan daerah:



()

pakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah,
0 milik daerah dan pengelolaan milik daerah dan lain-lain
sl penerimaan daerah adalah jumlah penerimaan seluruh

(1a)

mczpatan asli daerah merupakan target besarnya pajak daerah
' m satu tahun anggaran dan ditetapkan berdasarkan
ang mungkin dicapai.

7 Keuangan Daerah

zan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan
m membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan
= I'msyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai
% yang diperlukan daerah. Kemandrian keuangan daerah
ar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total

- @)

20 menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana
¢n tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat
. dzerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah
~si) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian
tingkat parti.slpasi masyarakat dalam pembangunan daerah.




T

F________

> kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam
dan retribusi  daerah yang merupakan komponen utama
2h. Semakin tinggi masyarakat membayar ‘pajak dan retribusi
an tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

= — (23)
s% Daerah TPAD

iuran wajib yang dilakukan orang pribadi, atau badan kepada
san langsung, yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan
yang Dberlaku dan digunakan untuk pembiayaan

tahan dan pembangunan daerah,

=ndapatan Asli Daerah

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target
an potensi rill daerah.

Ralli Pt Pead Asli dzersh

= ¥

Target Penerimaan Pandapatan Aslt Daerah

(3)

dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang
imal sebesar 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio
zambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna
w20 yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan

asi yang dicapai pemerintah daerah.

s Pendapatan Asli Daerah

i adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya
an untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan
a keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan

egorikan efisien apabila yang dicapai dibawah 100 persen. Semakin
si berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.




3iaya yang dikeluarakan untuk memungut PAD
= (4)

Realisasi penerimaan PAD
=0=t juga menggunakan rumus sebagai berikut;
Total SisaAnggaran  TSA

— ' (43)
Total Belanja Daerah  TBD

£aan merupakan selisih lebih antara penerimaan daerah atas belanja daerah

Weiarkan dalam satu tahun anggaran ditambah selisih lebih transaksi

mazn dan pengeluaran, yaitu:

Total Pengeluaran Lainnya TPL

= (4b)
Total Belanja Daerah TBD

=war2 ainya merupakan pengeluaran yang berasal dari pengeluaran yang tidak
: 20 lain ditanbah dengan pengeluaran tidak tersangka yang direalisasikan
%=hun anggaran. Total belanja daerah merupakan jumlah keseluruhan

20 dzerah dalam satu tahun anggaran yang membebani anggaran daerah.

buhan PAD
ut Ekawarna et al.(2009), Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur

‘Besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan
_' atia keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode
- Semakin besar rasio pertumbuhan PAD menunjukkan bahwa PAD yang
oleh pemerintah daerah mengalami peningkatan, Rasio pertumbuhan

memesian sebagai berikut.:

Realisasi PAD Xn-Realisasi PAD Xn-1
R = e buna P AD = & ()

Sebelumnya
Seberapa peneliti berikut ini memperoleh hasil yang berbeda-beda namun
juga ada beberapa kesamaan terutama yang terkait dengan OTDA atau




Menurut Ahadiyati (2005) bahwa dampak dari kebijakan
*22p caerah otonom sangat bervariasi. Dapat dikatakan bahwa
=2 dalam penyelenggaraan otonomi daerah periode 19992003
dalam sebagian besar indikator menunjukkan perubahan
"= menurut Azhar (2008) bahwa Ada perbedaan kinerja sebelum
= NAD dan SUMUT, namun demikian efisiensi penggunaan
yang signifikan. Artinya setelah OTDA inefisiensi
7 semakin menjadi-jadi dikarenakan dampak dari desentralisasi
SMERU (2002) di Propinsi Lampung realisasi anggaran terus
® ketiga sektor tersebut semenjak OTDA hanya saja menurut
" tidzk banyak perubahan yang berarti. Hofman, et al (2006)
sasi fiskal di Indonesia telah berdampak terhadap kesalahan
:nggaran dan kehilangan prinsip efisiensi anggaran. Shleifer &
s pemerintahan dan proses politik faktor yang paling menentukan
282 lemahnya pemerintahan akan berdampak sulit untuk
=< Xondisi seperti inilah yang terjadi di negara kita hingga di tingkat
_ 2san sangat lemah dan terjadi kolusi secara kelembagaan.
S OTDA atau desentralisasi keuangan dari beberapa peneliti lain
2ng berbeda-beda. Akai (2007), Thiessen (2003), Malik et al (2006),
e =t 21 (2007), dan Wibowo (2008) menemukan bahwa desentralisasi
positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara hasil studi Xie
=g dan Zou (1998), serta Jin dan Zou (2005) menyatakan bahwa
=l berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Fadjar dan
557) serta Wibowo (2008) desentralisasi fiskal di Indonesia. Upaya
slisasi fiskal yang utuh di Indonesia baru dilaksanakan secara
2001 sejak dikeluarkannya UU no 22 dan 25 tahun 1999 tentang
Dengan periode implementasi yang relatif singkat. tersebut,
= masih banyak urusan yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat dan
25 pada dominasi anggaran penerimaan dan pengeluaran oleh pemerintah
m2 periode 2002-2008, nil.ai transfer ke daerah terhadap belanja pemerintah

belum terlalu tinggi, rata-rata hanya mencapai 31,31 persen, padahal




I
h

komponen terbesar dalam penerimaan daerah.

an pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi

ketergantungan yang tinggi terhadap transfer




BAB Il
AN DAN MANFAAT PENELITIAN

2 yang ada tersebut khususnya yang berkaitan dengan
7 pemerintah daerah maka secara khusus tujuan yang akan

Untuk mengetahui tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah otonom di

Propinsi Bengkulu

2. Untuk menilai kemandirian keuangan daerah otonom di Propinsi Bengkulu

3. Untuk menilai efisiensi pendapatan asli daerah otonom di Propinsi Bengkulu

4. Untuk menilai pertumbuhan pendapatan asli daerah otonom di Propinsi
Bengkulu

5. Untuk menilai dampak terhadap kinerja keuangan daerah otonom di
Propinsi Bengkulu setelah OTDA dengan sebelum OTDA.

6. Untuk menilai rasio kinerja keuangan yang dapat membedakan dampak

sebelum dan setelah OTDA daerah otenom di Propinsi Bengkulu.

-2 Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain sebagai
n evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menentukan posisioning daerah yang

=rsangkutan sebagai daerah otonom untuk menuju kemandirian keuangan dan bahan
k menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.
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BAB IV
METODE PENELITIAN

@fskukan dengan cara melakukan analisis atas laporan
@serah.  Laporan yang dianalisis adaalah  sebelum
& dengan setelah OTDA baik dengan pendekatan analisis rasio
ang ciukur adalah; derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian
s FAD, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan PAD, serta
Pendekatan analisis statistik adalah menggunakan

itian inf adalah daerah otonom kabupaten/kota di Propinsi
sepuluh (10) daerah otonom, yaitu: Kota Bengkulu,
Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong,
Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu tengah, Kabupaten
Lebong dan Kabupaten Seluma. Mengingat dari sepuluh
semua dapat dijadikan sampel dikarenakan daerah otonom
memiliki data sebelum OTDA, maka penarikan sampel dengan
Sampling. Adapun kreteria sampel adalah daerah otonom
& I=poran APBD baik sebelum OTDA maupun setelah diberlakukan.
#% (&) daerah yang disebut terakhir merupakan daerah otonom bary
=27 UU OTDA sehingga hanya empat (4) daerah otonom yang layak
%= Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan,
sang Lebong.

=litian ini periode analisisis dibatasi kurun waktu 1996 hingga 2012.
A adalah data laporan APBD tahun 1996 s/d 1999 dan data setelah
N APBD tahun 2001 s/d 2012, tahun 2000 tidak dimasukkan dalam
masa peralihan ke OTDA




¥ beberapa variabel penelitian didefenisikan secara operasional serta
o3 ukuran setiap variabel. '

sasi Variabel

Defenisi Operasional Pengaliran
Ukuran yang menunjukkan tingkat 1. PAD:TPD
kewenangan dan tanggungjawab yang 2. BHPBP:TPD
diberikan pemerintah pusat kepada 3. SPP:TPD
pemerintah daerah dalam menggali dan

L oleh r ¥
Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh 1. PAD:TKD

penerimaan yang berasal dari daerah dalam | 2- PAD:TKR
hi kebutuhan daerahnya. 3. PAD+BHBP:TKD
Ukuran yang jukkan tingkat efisiensi 1. TSATBD
dari setiap penggunaan uang daerah dalam 2. TPL:TBD
membangun daerahnya
Ukuran yang menunjukkan seberapa besar RPADXN - RPADXy., :
kemampuan pemerintah daerah dalam RPADX,.,

P 1 dan meningkatkan
keberhasilannya yang telah dicapai dari
satu periode ke periode berikutnya

= Realisasi Pendapatan Asli Daerah

= Target Pendapatan Asli Daerah

= Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun ini
= Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya
= Total Sisa Angggaran

= Total Belanja daerah

= Total Pengeluaran Lainnya

= Sumbangangan Pemerintah Pusat

= Pendapatan Asli Daerah

= Total Penerimaan Daerah

= Total Pengeluaran Daerah

= Total Pengeluaran Rutin

= Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

2 Analisis _

menjawab tujuan penelitian pertama hingga ke-ima dengan
analisis rasio-rasio: derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian
rasio efisiensi PAD, rasio e_fektivitas dan rasio pertumbuhan PAD. Untuk

derajat desentralisasi fiskal menggunakan ukuran sebagai berikut.
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Desentralisasi Fiskal

| Kemampuan Keuangan Daerah

Sangat kurang

Kurang
Cukup

Sedang
- Baik

 Sangat Baik

suatu daerah sampel mengunakan ukuran sebagai berikut:

ﬂm Kemandirian Keuangan Daerah

PAD terha Kemandirian Keuangan Daerah

Sangat Baik
Baik

Cukup
Sedang
Kurang

Sangat Kurang
Depdagri - Fisipol UGM, 1991

keuangan daerah masing-masing daerah otonom dinilai dengan
iagai berikut:

- Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

| : Efektivitas Keuangan

Sangat Efektif

Efektif

Cukup Efektif

: Kurang Efektif

| g dari 60% Tidak Efektif
Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996
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han suatu daerah otonom yang dijadikan
0 kreteria sebagai berikut:

Cukup
Sedang
Baik

= Sangat Baik
i Hessel (2005)

penelitian ke-tujuh adalah menggunakan analisis diskriminan.
=\ lebih dari satu maka digunakan beberapa model diskriminan
model terbaik. Model analisis diskriminan adalah sebagai

B = B.X,, + boXoy + bsxli + b4xﬂ 2 bsxﬁ (5'6)

minan sebelum dan setelah OTDA
koefisien diskriminan variabel prediktor X, X;, X5, X4
sel indikator derajat desentralisasi fiskal
=l indikator rasio kemandirian keuangan
=bel indikator rasio efisiensi PAD
=| indikator rasio efektivitas PAD
" wanizbel dan rasio pertumbuhan PAD

enelitian hanya satu hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini.
< penelitian dalah: Kinerja keuangan daerah otonom di Propinsi
balk setelah OTDA. Untuk menguji hipotesis tersebut maka
sis statitik sebagai berikut.



Ho ¢ Wy = M, (tak ada perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah OTDA

daerah otonom di Propinsi Bengkulu)
Ha @ M2 2y (kinerja keuangan sesudah OTDA daerah otonom di Propinsi Bengkulu

lebih baik dibandingkan sebelum OTDA)




BABYV
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat disentralisasi fiskal dengan menggunakan tiga indikator; pertama rasio
antara Pendapan Asli daerah dengan Total Pendapatan Daerah; ke-dua rasio antara Bagi
Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Pendapatan Daerah dan ke-tiga; rasio antara
Sumbangan Pemerintah Pusat dengan Total Pendapatan Daerah. PAD. Semakin tinggi rasio
Pendapan Asli daerah (PAD), berarti pemerintah daerah mengandalkan penerimaan PAD
untuk membiayai pembangunan daerah. Pemerintah daerah merencanakan PAD dalam
APBD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Sebaliknya, Semakin rendah
rasio PAD, berarti pemerintah daerah kurang mengandalkan penerimaan PAD dalam

membiayai pembangunan daerah.

Merujuk hasil analisis seperti dalam Tabel 5.1. bahwa baik Sebelum maupun sesudah
OTDA Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara dan Rejang Lebong masuk kategori
kemampuan keuangan dalam categori sangat kurang. Kota Bengkulu ke-tiga indikator
ukuran desentralisasi fiscal ternyata mengalami kondisi lebih buruk setelah OTDA.
Sementara ke-tiga daerah lainya yaitu Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara dan Rejang Lebong
untuk indikator PAD:TPD kondisi pasca OTDA cenderung lebih baik dibandingkan sebelum
OTDA. Namun demikian untuk dua indicator lainnya memiliki kesimpulan yang sama bahwa

pasca OTDA mengalami kondisi lebih buruk.

Meningkatnya PAD dari tahun ke tahun tidak signifikan jika dibandingkan dengan
peningkatan dana transper atau dana perimbangan dari pemerintah pusat. Banyaknya
kebocoran PAD seperti yang dilansir beberapa media local telah menyebabkan rendahnya

kontribusi secara relatip. Hal ini juga mengindikasikan bahwa OTDA yang memberi seluas
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“asnya dalam mengelola keuangan daerah ternyata tidak mampu meningkatkan kontribusi

FAD secara signifikan.

Tabel 5.1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Kab./Kota Indikator Sebelum OTDA Setelah OTDA Keterangan
y Mean T Max Min Mean Max Min
- Bangkulu 1. PADTPD 9.39% | 14.72% | 4.26% | 5.38% | 7.59% | 2.8% Lebih buruk

2. BHPBP:TPD | 7.78% | 10.74% | 4.64% | 5.47% | 6.06% | 4.69% Lebih buruk

3-SPP:TPD [ 75.88% [ 87.61% [ 64.54% | 83.84% | 92.40% | 74.03% | | ooin buruk

Sebelumﬁan sesudah OTDA Kota Bengkulu masuk kategori kemampuan keuangan dalam categori sangat
_kurang

Bengkulu . PADTPD  [3.42% [8.97% [0.90% |[3.45% |6.00% | 1.79% | oo baik

i 2 BHPBPTPD | 0.93% | 15.34% | 7.26% | 5.72% | 10.03% | 188% | Lebin burar
3. SPP:TPD | 83.47% | 88.62% | 67.49% | 87.80% | 92.33% | 80.79% | Lopin buruk
Sebelum dan sesudah OTDA Kab. Bengkulu Selatan masuk kategori kemampuan keuangan dalam categori

sangat kurang

Bengkulu 1. PAD:TPD 2.39% | 2.63% 1.98% | 3.72% | 8.84% | 2.06% Lebih baik

e 2 BHPBRTPD | 8.86% |[10.74% | 7.74% |[5.91% [ 11.47% | 1.89% | | eoin puruk

3. SPP:TPD | 85.75% | 87.65% | 83.19% | 85.99% | 95.14% | 71.28% | | opin buruk

f Sebelum dan sesudah OTDA Kab. Bengkulu Utara masuk kategori kemampuan keuangan dalam categori
_sangat kurang

Rejang - PADTPD  |3.73% [4.55% [2.02% |[4.10% |7.48% |2.71% | Lophbak

il 2 BHPBPTPD [7.37% |11.27% | 5.20% | 509% | 7.81% | 3.65% | Leninburur
3. SPP:TPD | '86.25% | 87.64% | 83.61% | 86.50% | 91.02% | 76.3% | Lonin buruk

* Sebelum dan sesudah OTDA Kab. Rejang Lebong masuk kategori kemampuan keuangan dalam category
__sangat kurang

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

Angka-angka pada Tabel 5.1 juga mengindikasikan secara umum kemampuan
keuangan dalam kategori sangat kurang. Rendahnya ‘kontribusi PAD salah satu juga
disebabkan adanya pemekaran daerah otonom baru. Misalnya Bengkulu Selatan telah
terbagi dalam tiga daerah otonom, dua diantaranya adalah daerah otonom baru, yaitu
Kabupaten Seluma dan Kaur. Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Utara juga
mengalami kondisi yang sama menjadi tiga daerah otonom baru. Masing-masing tambahan
daerah otonom yaitu Kabupaten Kepahyang dan Lebdng untuk daerah otonom baru di
Rejang Lebong serta Kabupaten Muke-muko dan Bengkulu Tengah merupakan daerah

otonom baru untuk Bengkulu Utara. Namun demikian factor ini juga tidak seutuhnya benar
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karena Kota Bengkulu tidak ada penambahan daerah otonom ternyata kondisi lebih buruk

dbandingkan dengan ke-tiga Kabupaten lainnya secara relative. Kota Bengkulu yang
mengandalkan sektor jasa dan perdagangan nampaknya belum mampu meningkatkan geliat
ekonomi secara signifikan oleh Pemerintah Kota selain factor kebocoran seperti yang

dijelaskan sebelumnya.

5.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kondisi Kota Bengkulu pasca OTDA ke-tiga indicator kemandirian keuangan
menunjukkan kondisi lebih buruk sebelum OTDA. Bengkulu Selatan menggambarkan kondisi
vang lebih baik setelah OTDA khusus untuk indikator ke-2 dan ke-3 namun untuk indikator
pertama menunjukkan kesimpulan yang sama. Kabupaten Bengkulu Utara kemandirian
keuangan pasca OTDA mengalami kondisi lebih baik kemandirian keuangannya untuk ke-tiga
indikator. Sementara itu Kabupaten Rejang Lebong hanya indikator PAD:TKD yang
menunjukkan kondisi lebih baik pasca OTDA.

Tabel 5.2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kab./Kota Indikator Sebelum OTDA Setelah OTDA Keterangan
Mean Max Min Mean Max Min
Bengkulu 1. PAD:TKD 9.98% | 16.14% | 4.43% | 5.48% | 7.27% | 2.70% | Lebih buruk
2. PAD:TKR 16.37% | 26.43% | 6.76% | 7.09% | 10.29% | 3.47% | Lebih buruk
3. (PAD+ BHPEP) : TKD 10.40% | 1680% | 5.06% | 7.46% | 12.7a% | 2.84% | Lebih buruk
Bengkulu 1. PAD:TKD 364% | 9.92% | 093% | 3.36% 5.88% | 1.63% | Lebih buruk
| Selatan 2. PAD:TKR 5.45% | 14.20% | 1.22% | 5.74% | 17.02% | 2.29% | Lebih baik

3.(PAD+ BHPBF): TKD 475% | 1161% | 0.98% | 5.10% | 10.34% | 1.75% | Lebih baik

Bengkulu 1. PAD:TKD 2.35% | 2.72% | 2.01% | 3.84% | 9.92% | 2.31% | Lebih baik

Utara 2. PAD:TKR 420% | 4.77% | 3.65% | 5.10% | 12.73% | 2.44% | Lebih baik

3. (PAD+ BHPBP): TKD 4.77% | 5.52% | 4.34% | 6.40% | 10.56% | 2.31% | Lebih baik

i

Rejang 1. PAD:TKD 3.81% | 4.65% | 2.11% | 4.21% | 7.62% | 2.92% | Lebih baik

Lebong 2. PAD:TKR 6.15% | 7.62% | 4.16% | 5.44% | 9.21% | 3.61% | Lebih buruk

3. {PAD» BHPAR)Y:TXD 4.96% | 5.65% | 4.10% | 4.84% | 8.27% | 2.99% | Lebih buruk

Sumber: Hasil Penelitian, 2013
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5.3. Rasio Efesiensi Pendaptan Asli Daerah

Ada dua ukuran yang dugunakan untuk melihat efisiensi PAD yaitu; pertama dilihat
dari ukuran Total Sisa Anggaran terhadap Total Belanja Daeah dan ke-dua dilihat dari Total
Pengeluaran Lainnya terhadap Total Belanja Daerah. Secara umum ke-empat
Kabupaten/Kota menunjukkan efisiensi anggaran yang lebih baik dibandingkan sebelum
OTDA. Faktor utama yang menyebabkan efesiensi penggunaan anggaran adalah karena
penggunaan anggaran yang berbasis kinerja dan program sehingga tidak semua anggaran
bisa diserap habis,

Ada dua sisi dalam menilai penyerapan anggaran, jika dilihat dari sisi kemampuan
daya serap menunjukkan ukuran yang baik, namun jika kita menilai dari sisi efisiensi
penggunaan anggaran bahwa sisa anggaran menunjukkan kita bisa melakukan saving
anggaran untuk tahun selanjutnya. Pengeluaran lainnya pasca OTDA cenderung lebih kecil,
karena sudah diatur item-item anggaran sehingga kecil sekali kemungkinan bahwa mata

anggaran bisa dimasukkan dalam pengeluaran lainnya.

Tabel 5.3. Efisiensi Pendaptan Asli Daerah

Kab./Kota Indikator Sebelum OTDA Setelah OTDA Keterangan
Mean Max Min Mean Max Min
1. TSATBD 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 10.17% | -4.20% | Lebih baik
Bengkulu 2.TPLTBD | 5.48% | 7.05% | 3.83% | 1.63% | 4.78% 0.05% | Lebih baik

Bengkulu Selatan |  rsa:TRD 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.59% | 9.08% 0.00% | Lebih baik

2. TPL:TBD 6.19% | 11.50% | 4.27% | 3.02% | 11.63% 0.10% | Lebih baik

Bengkulu Utara | 4, TsA:TBD 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 19.60% | -12.34% | Lebih baik

2. TPL:TBD 3.93% | 4.47% | 2.43% | 4.58% | 24.99% 0.04% | Lebih buruk

Rejang Lebong | 1. TSA:TBD 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 2.75% -1.32% | Lebih baik

2. TPL:TBD 4.64% | 5.04% | 4.16% | 2.89% | 12.10% | 0.16% | Lebih baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2013
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5.4. Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah

Pasca adanya OTDA ternya ke-empat daerah otonom menunjukkan pertumbuhan
PAD lebih baik dibanding sebelum OTDA. Berdasarkan ukuran yang ada juga bahwa
Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara menunjukkan pertumbuhan sangat baik, sedangkan
Kota Bengkulu menunjukkan pertumbuhan dalam kategori sedang dan Rejang Lebong
dalam kategori cukup. Pertumbuhan sektor riil dan jasa sedikit banyak telah memacu
pertumbuhan PAD apalagi dengan OTDA masing-masing kepala daerah dipacu untuk
meningkatkan PAD untuk membiayai RAPBD yang sudah direncanakan. Hanya saja
peningkatan PAD tersebut tidak sebandingkan dengan peningkatan pengeluaran yang
disebabkan beberapa hal; misalnya rekrutment pegawai negeri sipil dalam jumlah yang besar
yang tidak lagi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, in-efisiensi anggaran,

serta beberapa program yang tidak didasarkan prioritas.

Tabel 5.4. Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah

Kab./Kota Sebelum OTDA Setelah OTDA Keterangan
| Mean Max Min Mean | Max Min

Bengkulu 4.54% 70.30% | -41.36% | 30.85% | 96.97% | -10.17% Lebih Baik
Sebelum OTDA di Kota Bengkulu masuk category sangat kurang, setelah OTDA masuk kategori sedang
Bengkulu Selatan [-6.90% [5217% [-50.20% |67.45% | 545.60% | -24.91% | Lebin Baik
Sebelum OTDA di Bengkulu Selatan k category sangat kurang, setelah OTDA masuk kategori sangat baik
Bengkulu Utara [2011% [6272% [-13.75% |69.36% | 75142% | -57.72% | Lebih Baik
Sebelum OTDA di Bengkulu Utara k category cukup, setelah OTDA masuk kategori sangat baik.
Rejang Lebong [1639% [107.36% | 37.00% | 31.57% | 137.63% | -19.01% [ Lebih Baik

Sebelum OTDA di Rejang Lebong masuk category kurang setelah OTDA masuk kategori cukup
Sumber: Hasil Penelitian, 2013

5.5. Analisis Diskriminan

Jika kita merujuk nilai Wiks Lamda dan signifikasi (Tabel 5.5) menggambarkan bahwa
variabel penjelas atau predictor mampu membedakan antara sebelum OTDA dan setelah
OTDA. Beberapa variabel tersebut adalah; derajat desentralisasi fiscal, rasio kemandirian
keuangan daerah, rasio efisiensi PAD, dan rasio pertumbuhan PAD. Derajat desentralisasi

fiscal dengan tiga ukuran yaitu : PAD:TPD (X11), BHPBP:TPD (X12), dan SPP : TPD (X13). Rasio
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Tabel 5.6. Ketepatan Klasifikasi Fungsi Diskriminan

Classification Results™®

D Predicled Group Membership
1.00 2.00 Total
Original Count  1.00 15 5 20
2.00 7 41 48
% 1.00 75.0 250 100.0
2.00 146 85.4 100.0
Cross-validated®  Count  1.00 14 6 20
2.00 8 40 48
% 1.00 70.0 30.0 100.0
2.00 16.7 83.3 100.0

a. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation,
each case is classified by the functions derived from all cases other than that case.
b. 82.4% of original grouped cases correctly classified.

c. 79.4% of cross-validated grouped cases correctly classified.

Sumber: Hasil penelitian, 2013

Adapun fungsi diskriminan yang membedakan antara sebelum dan sesudah OTDA adalah

sebagai berikut:

D =0,79X,, +0,82X,, + 0,08X,3 - 1,31X;, +0,73X,, - 0. 01X33 -0,32X;, + 0,20X;; - 0,26X,,

Variabel yang singnifikan yang membedakan kinerja LKPD PEMDA Kota/Kabupaten di
Propinsi Bengkulu adalah variable X,, dan Xa, sedangkan']ika dengan tingkat keyakinan 9o%
adalah Xy, X3, X;; dan Xs,. Dari persamaan tersebut menggambarkan ke-empat variabel yang
signifikan menunjukkan koefisien yang positip. Sehingga ke-empat variabel tersebut

menunjukkan pengaruh yang positip.

Variabel yang signifikan untuk desentralisasi fiskal adalah variabel X,; dan Xi3. Variabel
Xi»= BHPBP:TPD menunjukkan rata-rata rasio lebih rendah pasca OTDA, yaitu sebelum OTDA
rata-rata sebesar 8,5% setelah OTDA sebesar 5,6%. Variabel Xi3= SPP : TPD rata-rata rasio lebih
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pemungutan PAD. Dari sisi pengeluaran sebaiknya pemerintah Kota/Kabupaten berupaya

~mengoptimalkan dulu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada saat ini dan tidak melakukan
rekrutmen PNS dalam jangka pendek. Selain dilakukan dengan menghindari kebocoran dan
inefisensi  anggaran, misalnya anggaran didasarkan prioritas program, mengurangi
perjalanan dinas yang tidak esensial.

Rendahnya kinerja keuangan LKPD bahkan ada kecenderungan tidak ada perubahan
yang berarti yang tergambar dari analisis diskriminan yang menunjukkan beberapa variabel
utama tidak ada yang membedakan antara sebelum dan pasca OTDA. Kondisi seperti ini
menggambarkan misi utama OTDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
pelayanan publik tidak tercapai. Kondisi seperti ini menjadi peringatan besar daerah otonom
untuk berbenah diri dalam segala aspek, khususnya dalam upaya mengoptimalkan APBD

masing-masing daerah yang berorientasi value for money.

33




DAFTAR PUSTAKA

Azhar, Karya Satya, 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas
Sumatera Utara.

Andreas Ronald dan Dwi Sarmiyatiningsih. 2010. Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan
Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulon
Progo. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol 1 No.1 Juni 2010.

Arens dan Loebbecke. 1997. Auditing Buku Satu. Salemba Empat. Prentice-Hall. Jakarta.

Dariwardani, Ni Made Inna dan Amani, Siti Noor. Kinerja Provinsi di Indonesia Sebelum
danSetelah Pemberlakukan Otonomi Daerah.

Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Indeks.

Ekawarna, et al., 2009. Pengukuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Cakrawala Akuntansi, Vol. 1, No.1,, Jurusan
Akuntansi FE UNJA.

Gusri, Syamsul. 2005. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis di Era
Otonomi, Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Halim, A, 2002a. Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah. UPPAMP YKPN,
Yogyakarta.

Halim, A., 2002b. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Sektor Daerah. Salemba Empat,
Jakarta.

Hari, Adi P., 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan
dan Pendapatan Asli daerah (Studi Kasus kabupaten dan Kota se Jawa- Bali),
Simposium Nasional Akuntansi. Padang.

Havid Sularso dan Yanuar Restianto.2om. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap ALokasi
Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Media
Riset Akuntansi, Vol.1 No.2 Agustus 2011.

34



Kamaludin, 2011. Dampak Desentralisasi Keuangan Terhadap Kinerja Layanan: Implikasi
Setelah Otonomi Daerah Kasus Kota Bengkulu, Penelitian Hibah Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu Tidak Dipublikasikan.

Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM, Yogyakarta.
Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga, Jakarta.
Mardiasmo, 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta.

Suedy, 2011. Mengejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian, disampaikan pada DiklatPim Tk.IV
Materi Manajemen Keuangan.

Sumarsono, Sonny, 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan. Graha llmu, Yogyakarta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. -

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerinah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.51/PB/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

35




PERSONALIA PENELITIAN

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap Prof. Dr. Kamaludin, SE., MM
b. Jenis Kelamin Laki-laki

c. NIP 19660304.199802.1.001

d. Pangkat/Golongan Pembina/IV.b

e. Jabatan Fungsional Guru Besar

f. Bidang Keahlian Manajemen Keuangan

g. Pendidikan Tertinggi 53

h. Program Studi Manajemen

Anggota Peneliti I:

a. Nama Lengkap Sri Adji Prabawa,SE.ME
b. Jenis Kelamin Laki-laki

c. NIP 19590616 198703 1 006
d. Pangkat/Golongan 1V-a| Pembina

e, Jabatan Fungsional Lektor Kepala

f. Bidang Keahlian Manajemen Keuangan
g. Pendidikan Tertinggi S2

h. Program Studi Manajemen

Anggota Peneliti Il

a. Nama Lengkap Chairil Afandy, SE., MM
b. Jenis Kelamin Laki-laki

c. NIP 19790305.200212.1.005
d. Pangkat/Golongan -8

e. Jabatan Fungsional Asisten Ahli

f. Bidang Keahlian Manajemen Keuangan
g. Pendidikan Tertinggi S2

h. Program Studi Manajemen

36




RINGKASAN

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH LKPD YANG MEMPEROLEH OPINI
WTP DAN PENYEBAB KONTROVERSI KEPUTUSAN DI PROPINSI BENGKULU

Oleh:
Kamaludin
Sri Adji Prabawa, SE., ME
Chairil Afandy, SE., MM

Empat daerah otonon yang ada di Propinsis Bengkulu sebelum adanya pemekaran
wilayah adalah Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu
Selatan, dan Kabupaten Bengkulu Utara. Seharusnya secara teoritis ke-empat daerah
otonom ini memiliki kemandirian keuangan daerah yang cukup tinggi selain memiliki
pengalaman yang cukup baik juga memiliki sumberdaya alam yang melimpah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja LKPD ke-empat daerah otonom
tersebut dengan menggunakan ukuran rasio-rasio ada. Tujuan lainnya adalah untuk
melihat variabel-variabel keuangan yang dapat membedakan sebelum dan setelah
OTDA.

Beberapa hasil temuan penelitian bahwa ke-empat daerah tersebut masih memiliki
ketergantungan yang tinggi dengan pemerintah pusat atau mengandalkan dana
perimbangan. Sebaliknya kontribusi PAD masih sangat kecil. Disisi lain rasio efisiensi
APBD cukup baik, sedangkan rasio pertumbuhan PAD sangat berfluktuatif khususnya
beberapa kabupaten induk akibat adanya pembentukan kabupaten baru, Selain itu
variabel utama dalam mengukur derajat desentralisasi keuangan, kemandirian
keuangan, efisiensi, dan pertumbuhan PAD tidak ada yang signifikan. Ada beberapa
variabel yang signifikan tetapi bukan menjadi ukuran utama, misalnya variabel
X2(BHPBP:TPD), dan variabel X,3(SPP: TPD).

Kata Kunci:
LKPD, APBD, OTDA, PAD, BHPBP,TPD, dan SPP.

I.  PENDAHULUAN

Diawali adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang juga sekaligus tumbangnya
kekuasaan ORDE BARU lebih dari 30 tahun yang menuntut adanya otonomi daerah
(OTDA) secara luas. OTDA tidak hanya menuntut desentralisasi kekuasaan juga

berimplikasi pada desentralisasi keuangan pada daerah tingkat dua. Paling tidak ada
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dua alasan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Pertama, intervensi masyarakat
di masa lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas
pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan deomkrasi
di daerah. Kedua, arahan dan statutory requirement yang terlalu besar dari pemerintah
pusat menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah
daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai

alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2004).

Otonomi daerah yang memberikan wewenangn dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mengatur dan dan mengurus kepetingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah memiliki banyak sekali implikasi,
seperti; desetralisasi keuangan dan kewenangan. Desetralisasi keuangan dan
kewenangan tersebut telah membuat beberapa daerah bertindak yang terkadang
lebih memetingkan pribadi dan kelompok oleh pemerintah daerah yang berkuasa saat
itu. Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tidak lagi berdasarkan
prinsip-prinsip value for money bagi kesejahteraan masyarakat. Ada indikasi
pemborosan pembiayaan terhadap beberapa program atau kegiatan yang tidak
semestinya untuk dibiayai, misalnya pemanfaatan dana BANSOS yang begitu besar
menjelang PILKADA (Kamaludin, 2011). Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukan
bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah,
khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan secara efektif dalam
mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain banyak ditemukan pengalokasian
anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang
mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, karena kualitas perencanaan
anggaran daerah relatif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan
ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara
berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat, sehingg& hal
tersebut meningkatkan fiskal gap. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan
underfinancing atau overfinancing yang pada gllirannya akan mempengaruhi tingkat

ekonomi, efisiensi dan efektifitas unit kerja Pemerintah Daerah.
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan pelaksanaan desentralisasi di
bidang politik, administrasi, dan fiskal dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (power sharing) antara pemerintah
pusat dan daerah. Sementara Undang-Undang Nomor 25 Jo Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial sharing)
antara pusat dan daerah sebagai konsekuensi pembagian kewenangan tersebut,
Kedua undang-undang ini menekankan bahwa pengembangan otonomi daerah
diselenggarakan dengan . memperhatikan prinsip-prinsip  demokrasi, partisipasi
masyarakat, pemerataan, keadilan, serta ‘memperhatikan potensi dan keanekaragaman

sumber daya daerah.

Sebelum kedua UU No. 22 dan 25 tahun 1999 diberlakukan, berbagai kegiatan
pelayanan pemerintah, terutama program pembangunan, lebih banyak diputuskan dan
bahkan dilaksanakan oleh pusat melalui instansi vertikalnya di daerah (KANWIL dan
KANDEP). Sejak kedua UU itu diberlakukan pada 1 Januari 2001 daerah menerima
kewenangan yang begitu besar. Untuk melaksanakan semua itu pemerintah pusat
menyediakan dana alokasi umum (DAU) yang pada umumnya lebih besar dibandingkan
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun-tahun sebelumnya. Tanggung
jawab pengalokasian DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dalam
kenyataannya DAU yang diterima dinilai kurang dibanding kebutuhan untuk dapat
mengelola kewenangan pelayanan pemerintahan secara baik. Selain kekurangan dana,
aparat daerah yang selama lebih dari tiga dekade sebelumnya telah terbiasa menerima
“perintah” dari pusat masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem
administrasi pemerintahan yang baru ini. Waktu yang dibutuhkan untuk béradaptasi
antara satu dserah dengan daerah lainnya sangat beragam sehingga terjadi

keterlambatan dzlam implementasi undang-undang tersebut.
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Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan OTDA yang telah berlangsung lebih
dari sepuluh tahun tersebut peluang keberhasilan kebijakan baru ini masih diragukan
oleh banyak pihak. Keraguan itu timbul karena adanya berbagai faktor penghambat
dan banyaknya indikasi negatif yang terjadi di lapangan sehingga pelaksanaan
kebijakan OTDA dinilai tidak berlangsung sesuai dengan amanat peraturan
perundangan. Hingga saat ini pemerintah pusat belum menyelesaikan tanggung
jawabnya membuat peraturan perundangan pendukung pelaksanaan Undang-undang
(UU) No. 22, 1999, tetapi di sisi lain, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa
peraturan perundangan yang bertentangan satu sama lain. Propinsi dan
kabupaten/kota belum memiliki persepsi yang sama dalam menjabarkan
kewenangannya. Demikian pula nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam
berbagai bidang pemerintzhan dinilai semakin subur. Sementara itu, ruang partisipasi
yang semestinya diberikan secara luas bagi masyarakat juga belum secara konsisten
dilaksanakan (SMERU, 2002).

Beberapa peneliti mengindikasikan semenjak OTDA dibandingkan sebelum
OTDA kinerja keuangan daerah otonom memiliki keanekaragaman hasil. Beberapa
peneliti seperti; Akai (2007), Thiessen (2003), Malik et al (2006), limi (2005), Fadjar et
al Sembiring (2007), dan Wibowo (2008) mengemukakan desentralisasi keuangan
telah berdampak positip pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya beberapa peneliti
lain justru sebaliknya seperti dikemukakan oleh Xie et al (1999), Zhang dan Zou (1998),
serta Jin dan Zou (2005). Demikian halnya dengan kinerja keuangan daerah otonom
beberapa peneliti juga memperoleh hasil yang berbeda beda. Beberapa
mengemukakan kinerja relatip baik sendangkan lainnya menyatakan tidak lebih baik
dibandingkan sebelum OTDA.

Il.  PERUMUSAN MASALAH

Salah satu sasaran reformasi adalah menuntut hak otonom daerah yang lebih
luas agar dapat mengatur dan mengelola keuangan daerah secara otonom dengan
harapan tepat sasaran dan diharapkan kesejahteraan masyarakat lokal lebih baik
dengan alokasi APBD yang ada. Kenyataan yang terjadi justru pemerintah daerah
belum siap untuk diberi otonomi yang begitu luas. Berkaitan dengan APBD banyak




alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, efektivitas dan kemandirian keuangan yang

rendah serta inefisiensi anggaran.

Il TINJAUAN PUSTAKA
3.1. Arah OTDA di Indonesia

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksankan
dengan memberikan kewenangan yang luas , yata dan bertanggungjawab kepada
pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan
diikuti oleh pengaturan pembagian dn pemanfaatan sumberdaya nasional yang
berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2004).

Undang-undang  tersebut pada intinya menginginkan  mendorong
pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan
peran serta masyarakat, dan pengembagan peran fungsi DPRD. Undang-undang
tersebut juga memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan kota
untuk membentuk dan melaksankan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi
masyarakatnya.

Dalam perjalanannya banyak yang mempertanyakan pelaksanaan undang-
undang tersebut dapat mewujudkan pemerintah daerah otonom yang efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel secara berkesinambungan. Semenjak dilakukan OTDA
hampir semua pemerintah daerah terkena kasus hukum. Dari catatan yang ada hanya
lima daerah yang belum tersandung kasus hukum. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan
desentralisasi keuangan di daerah tidak dilaksanakan ke-§ prinsip-prinsip tersebut.
Selama dilaksanakan OTDA hampir semua daerah berupaya merekrut PNS sebanyak
mungkin dengan dalih untuk meningkatkan layanan masyarakat. Padahal semua orang
tau rekrutment tersebut penuh dengan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Undang-undang tersebut bermaksud memberdayakan pemerintah daerah,
sebagai perspektif perubahan yang dinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah
dan anggaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.

2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan

anggaran daerah khususnya.
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3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan
terkait, seperti; DPRD, Kepala Daerah, SEKDA, dan lainnya.

4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan
pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for
money, transpansi dan akuntabel.

5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS
daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.

6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan
anggaran multi tahunan.

7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional.

8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan
akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja
anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada public.

9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan,
peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan
profesionalisme aparat pemerintah daerah.

10. Pengembangan system informasi keuangan daerah untuk menyediakan
informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah
daerah dalam penyebarluskan informasi sehingga memudahkan pelaporan

dan pengendalian, serta mempermudahkan mendapatkan informasi.

3.2, Manajemen Keuangan Daerah

Undang-undang No.22 dan No. 25 tahun 1999 yang mengatur otonomi daerah di
Indonesia merupakan tonggak sejarah yang sangat penting dalam manajemen
pemerintahan daerah di Indonesia. Kedua Undang-undang tersebut adalah
desentralisasi yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur administrasi
pemerintahan dengan mandiri dan fleksibel (Sumarsono, 2010). Pengertian keuangan
daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 5 adalah
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Negara
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adalah semua hak dan kewaijiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran dan
pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah
selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu; suatu rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan,

Menurut Mardiasmo (2004), Manajemen Keuangan Daerah dapat dibagi
menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen
pengeluaran daerah. Selanjutnya Mardiasmo (2004) juga menijelaskan bahwa prinsip-
prinsip dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah adalah komprehensif

dan disiplin, fleksibilitas, dan terprediksi,

3.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam
kontek organisasi sektor publik misalkan pemerintah daerah. Kesuksesan organisasi itu
akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan
menilai kesuksesan pemerintah daerah melalui kemampuan organisasi dalam
memberikan layanan public yang relatip murah dan berkualitas. Pelayanan publik
tersebut menjadikan bottom line dalam pemerintah daerah (Mahmudi, 2007).

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian
manajemen balk bisnis ataupun publik. Namun karena sifat dan karakteristik sektor
public berbeda dengan swasta, sehingga penekanan dan orientasi pengukuran
kinerjanyapun terdapat perbedaan. Adapun tujuan dilakukan penilaian kinerja di sektor
publik adalah: mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana
pembelajaran pegawai, memperbaiki kinerja periode berikutnya, memberikan
pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, memotivasi pegawai, dan
menciptakan akuntabilitas publik.

Untuk mengukur kinerja dapat berasal dari dalam dan luar organisasi publik.
Jika hanya mengggunakan ukuran kinerja internal, maka penilaian sangat subyektip.
Maka sebaiknya mempertimbangkan value dan persepsi bagi masyarakat. Perlu diingat

bahwa dalam organisasi public masyarakatlah menjadi sasaran akhir dari value for the
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money terhadap APBD yang dianggarkan oleh PEMDA. Jika masyarakat tidak memiliki
manfaat apa-apa terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah suatu daerah
maka sebenarnya hanya merupakan pemborosan anggaran. Dalam kenyataannya
memang banyak program yang dirancang tidak berorientasi kepentingan publik.

Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut
(Mahmudi, 2007): Biaya pelayanan, Tingkat pemanfaatan, Kualitas dan standar
pelayanan, Cakupan pelayanan, dan Kepuasan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 37 pengertian kinerja adalah
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
PeNnggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, Kinerja keuangan
Pemerintahan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang
keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan
indikator keuangan yang ditetapkan melalui suaty kebijakan atau ketentuan
perundang-undangan selama saty periode anggaran. Kinerja instansi pemerintah
daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-
sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung
berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan
daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan
mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan
masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-
undangan. Organisasi sektor publik atau Pemerintah merupakan organisasi yang
bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,
misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum,
transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan karena masyarakat
merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik. Sehingga pemerintah
tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat
saja, tetapi juga kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan sistem
pPengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai
pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial,

Pengukuran kinerja menurut Ekawarna, et al (2009) adalah suaty metode atau

alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan




berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi. Pandangan tradisional terhadap pengukuran
kinerja organisasi sering hanya menekankan pada minimasi biaya (input), misalnya
dengan penghematan biaya operasional. Sistem pengukuran kinerja modern selain
menilai input dan output juga menilai tingkat fleksibilitas organisasi melayani
pelanggan. Jadi, pengukuran kinerja menjadi luas cakupannya karena
mempertimbangkan kepuasan pelanggan (customer satisfactions). Dalam melakukan
pengukuran kinerja pada pemerintah sudah selayaknya meninggalkan pandangan
tradisional dan beralih pada pandangan modem. Hal ini karena semua jasa dan produk
yang dihasilkan pemerintah ditujukan untuk memenuhi harapan dan keinginan
masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002) pengukuran kinerja juga memiliki beberapa
manfaat, yaitu:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai
kinerja manajemen.

2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Untuk  memonitor  dan  mengevaluasi  pencapaian kinerja  dan
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif
untuk memperbaiki kinerja.

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and
punishment). Secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai
dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.

6. Membantu mengidentifikasikan apakah ke;)uasan pelanggan sudah terpenuhi.

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

Sedangkan Mahmudi (2007) menjelaskan bahwa tujuan dilakukan penilaian
kinerja di sektor publik adalah: mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi,
menyediakan sarana pembelajaran pegawali, merﬁperbaiki kinerja periode berikutnya,
memberikan pertimbangan yang sistimatik dalam pembuatan keputusan pemberian

reward dan punishment, memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik
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Ekawarna, et al (2009), indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan
untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektifitas dan efisiensi proses atau operasi
dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Indikator kinerja suatu
organisasi hendaknya dapat dipahami secara sama, baik oleh manajemen maupun
stakeholders. Dengan indikator yang sama dan persepsi yang sama maka penilaian
keberhasilan diharapkan menggunakan kriteria yang sama sehingga lebih objektif. Jadi
dengan adanya indikator yang jelas, diharapkan akan menciptakan konsensus berbagai
pihak, baik internal maupun eksternal untuk menghindari kesalahan interpretasi
selama pelaksanaan program dan dalam menilai keberhasilan suatu instansi
pemerintah. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah
suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola
keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang
telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Suprapto, 2006).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil
yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga
dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula
dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasic keuangan pemerintah daerah
tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi
daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah

tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Suprapto, 2006).

3.4. Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti berikut ini memperoleh hasil yang berbeda-beda namun
demikian juga ada beberapa kesamaan terutama yang terkait dengan OTDA atau
desentralisasi keuangan. Menurut Ahadiyati (2005) bahwa dampak dari kebijakan
otonomi daerah terhadap daerah otonom sangat bervariasi. Dapat dikatakan bahwa
tingkat capaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah periode 1999-2003
masih rendah, meskipun dalam sebagian besar indikator menunjukkan perubahan
positif. Sementara itu menurut Azhar (2008) bahwa Ada perbedaan kinerja sebelum

dan setelah OTDA di NAD dan SUMUT, namun demikian efisiensi penggunaan
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anggaran tidak perbedaan yang signifikan, Artinya setelah OTDA inefisiensi
Penggunaan anggaran semakin menjadi-jadi dikarenakan dampak dari desentralisasi
keuangan. Temuaan SMERU (2002) di Propinsi Lampung réalisasi anggaran terus
meningkat terhadap ke-tiga sektor tersebut semenjak OTDA hanya saja menurut
pengamatan SMERU tidak banyak perubahan yang berarti. Hofman, et al (2006)
menilai bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak terhadap kesalahan
alokasi penggunaan anggaran dan kehilangan prinsip efisiensi anggaran. Shleifer &
Vishny (1993) struktur pemerintahan dan proses politik faktor yang paling menentukan
tingkat korupsi, sehingga lemahnya pemerintahan akan berdampak sulit untuk
mengontrol birokrasi. Kondisi seperti inilah yang terjadi di negara kita hingga di tingkat
daerah, dimana pengawasan sangat lemah dan terjadi kolusi secara kelembagaan.

Dampak dari OTDA atau desentralisasi keuangan dari beberapa peneliti lain
memiliki dampak yang berbeda-beda. Akai (2007), Thiessen (2003), Malik et al (2006),
limi (2005), Fadjar et al (2007), dan Wibowo (2008) menemukan bahwa desentralisasi
fiscal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara hasil studi Xie
et all (1999), Zhang dan Zou (1998), serta Jin dan Zou (2005) menyatakan bahwa
desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Fadjar dan
Sembiring (2007) serta Wibowo (2008) desentralisasi fiskal di Indonesia. Upaya
pelaksanaaan desentralisasi fiskal yang utuh di Indonesia baru dilaksanakan secara
efektif pada tahun 2001 sejak dikeluarkannya UU no 22 dan 25 tahun 1999 tentang
otonomi daerah. Dengan periode implementasi yang relatif singkat tersebut,
nampaknya masih banyak urusan yang tetap menjadi urusan pemerintah pusat dan
berimplikasi pada dominasi anggaran penerimaan dan pengeluaran oleh pemerintah
pusat. Selama periode 2002-2008, nilai transfer ke daerah terhadap belanja pemerintah
pusat relatif belum terlalu tinggi, rata-rata hanya mencapai 31,31 persen, padahal
transfer ke daerah ini merupakan komponen terbesar dalam penerlmaan daerah,
Zulyanto (2010) Komposisi pendapatan pemerintah daerah kabupaten.-'kota di provinsi
Bengkulu masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer
pemerintah pusat, terutama dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK),
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IV.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dari permasalaha yang ada tersebut khususnya yang berkaitan dengan
indikator kinerja keuangan pemerintah daerah maka secara khusus tujuan yang akan
dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat derajat desentralisasi fiskal daerah otonom di

Propinsi Bengkulu

2. Untuk menilai kemandirian keuangan daerah otonom di Propinsi Bengkulu

3. Untuk menilai efisiensi pendapatan asli daerah otonom di Propinsi Bengkulu

4. Untuk menilai pertumbuhan pendapatan asli daerah otonom di Propinsi

Bengkulu
5. Untuk menilai dampak terhadap kinerja keuangan daerah otonom di
Propinsi Bengkulu setelah OTDA dengan sebelum OTDA.

6. Untuk menilai rasio kinerja keuangan yang dapat membedakan dampak

sebelum dan setelah OTDA daerah otonom di Propinsi Bengkulu.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain sebagai
bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menentukan posisioning daerah yang
bersangkutan sebagai daerah otonom untuk menuju kemandirian keuangan dan bahan

untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.

V. METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilakukan dengan cara melakukan analisis atas laporan
keuangan pemerintah daerah. Laporan yang dianalisis adaalah sebelum
diberlakukannya OTDA dengan setelah OTDA baik dengan pendekatan analisis rasio
dan statistk. Rasio yang diukur adalah; derajat desentralisasi fiskal, kemandirian
keuangan, efisiensi PAD, dan rasio pertumbuhan PAD, serta indek kemampuan

keuangan. Pendekatan analisis statistik adalah menggunakan analisis diskriminan.

Populasi dalam penelitian ini adalah daerah otonom kabupaten/kota di Propinsi
Bengkulu yang berjumlah sepuluh (10) daerah otonom, yaitu: Kota Bengkulu,
Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong,
Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu tengah, Kabupaten

48




Kepahyang, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Seluma. Mengingat dari sepuluh
kabupaten tersebut tidak semua dapat dijadikan sampel dikarenakan daerah otonom
baru dan tentunya tidak memiliki data sebelum OTDA, maka penarikan sampel dengan
menggunakan Judgement Sampling. Adapun kreteria sampel adalah daerah otonom
yang telah memiiki laporan APBD baik sebelum OTDA maupun setelah diberlakukan.
Mengingat enam (6) daerah yang disebut terakhir merupakan daerah otonom baru
yang terbentuk setelah UU OTDA sehingga hanya empat (4) daerah otonom yang layak
diteliti, yaitu: Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan,
dan Kabupaten Rejang Lebong.

5.1. Operasionalisasi Variabel

Berikut ini beberapa variabel penelitian didefenisikan secara operasional serta

menggunakan beberapa ukuran setiap variabel.

Tabel 5.1, Operasionalisasi Variabel

No Variabel Penelitian Defenisi Operasional _Pengul
1 Derajat desentralisasi | Ukuran yang menunjukkan tingkat 1. PAD:TPD
fiscal kewenangan dan tanggungjawab yang 2. BHPBP:TPD
diberikan pemerintah pusat kepada 3. SPP:TPD
pemerintah daerah dalam menggall dan
memperoleh pendapatan
2 Rasio Kemandirian Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh 1. PAD:TKD
Keuangan Daerah penerimaan yang berasal dari daerah dalam | 2-PAD:TKR
memenuhi kebutuhan daerahnya. 37EATTEHBETD
3 Rasio Efisiensi Ukuran yang menunjukkan tingkat efisiensi 1. TSA:TBD
Pendapatan Asli Daerah dari setiap penggunaan uang daerah dalam 2. TPL:TBD
membangun daerahnya
4 Rasio Pertumbuhan PAD | Ukuran yang menunjukkan seberapa besar RPADXn - RPADXy., :
kemampuan pemerintah daerah dalam RPADX.,
mempertahankan dan meningkatkan
keberhasilannya yang telah dicapai dari
satu periode ke periode berikutnya
Keterangan:
RPAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah
TPAD = Target Pendapatan Asli Daerah
RPADXn = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun ini
RPADX,., = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya
TSA =Total Sisa Angggaran
T8D = Total Belanja daerah
TPL = Total Pengeluaran Lainnya
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SPP = Sumbangangan Pemerintah Pusat

PAD = Pendapatan Asli Daerah
TPD = Total Penerimaan Daerah
TKD = Total Pengeluaran Daerah
TKR = Total Pengeluaran Rutin
BHBP = Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Untuk  menjawab tujuan penelitian pertama hingga ke-lima dengan
menggunakan analisis rasio-rasio: derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian
keuangan, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan PAD. Untuk

mengukut derajat desentralisasi fiskal menggunakan ukuran sebagai berikut.

Tabel 5.2. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD/TPD (%) Kemampuan Keuangan Daerah
<10.00 Sangat kurang

10.01 = 20.00 Kurang

20.01 - 30,00 Cukup

30.01-40.00 Sedang

40.01-50.00 Baik =]
>50.00 Sangat Baik

Sumber: Munir, 2004:106

Untuk menilai kemandirian suatu daerah sampel mengunakan ukuran sebagai berikut:

Tabel 5.3, Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

’P_msentase PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Dana Perimbangan
0,00 - 10,00 Sangat Baik
10,01- 20,00 Baik
20,01- 30,00 Cukup
30,01- 40,00 Sedang
40,01 - 50,00 Kurang
> 50,00 Sangat Kurang

Sumber ; Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM, 1991

Efektivitas kinerja keuangan daerah masing-masing daerah otonom dinilai dengan
kreteria sebagai berikut:
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Tabel 5.4. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

RPAD: TPAD Efektivitas Keuangan
100% keatas Sangat Efektif

| 90%-100% Efektif
80%-90% Cukup Efektif

| 6o%-80% Kurang Efektif
Kurang dari 60% Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

Sedangkan untuk menilai pertumbuhan suatu daerah otonom yang dijadikan

sampel adalah dengan menggunakan kreteria sebagai berikut:

Tabel 5.5, Kriteria Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan Kreteria

<10% Sangat Kurang
10%-20% Kurang
20,01%-30% Cukup
30,01%-40% Sedang

40,01% - 50% Baik

>50% Sangat Baik

Sumber : Tangkilisan dan Hessel (2005)

Sedangkan tujuan penelitian ke-tujuh adalah menggunakan analisis diskriminan.
Mengingat ukuran varibel lebih dari satu maka digunakan beberapa model diskriminan
untuk melakukan seleksi model terbaik. Model analisis diskriminan adalah sebagai
berikut:

D =Dbo + biXy + byX, + bsXyy + byXyy + boX,s (5.1)
Dimana:
D adalah skor diskriminan sebelum dan setelah OTDA
by, b,, by, b, adalah koefisien diskriminan variabel prediktor X, X, X;, X,
Xy adalah variabel indikator derajat desentralisasi fiskal
Xs; adalah variabel indikator rasio kemandirian keuangan
X1 adalah variabel indikator rasio efisiensi PAD

X5 adalah variabel indikator rasio efektivitas PAD
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X5 adalah variabel dan rasio pertumbuhan PAD

Vi, HASIL DAN PEMBAHASAN
6.1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat disentralisasi fiskal dengan menggunakan tiga indikator; pertama
rasio antara Pendapan Asli daerah dengan Total Pendapatan Daerah; ke-dua rasio
antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan Total Pendapatan Daerah dan ke-tiga;
rasio antara Sumbangan Pemerintah Pusat dengan Total Pendapatan Daerah. PAD.
Semakin tinggi rasio Pendapan Asli daerah (PAD), berarti pemerintah daerah
mengandalkan penerimaan PAD untuk membiayai pembangunan daerah. Pemerintah
daerah merencanakan PAD dalam APBD sebagai salah satu sumber pembiayaan
pembangunan. Sebaliknya, Semakin rendah rasio PAD, berarti pemerintah daerah

kurang mengandalkan penerimaan PAD dalam membiayai pembangunan daerah.

Merujuk hasil analisis seperti dalam Tabel 6.1. bahwa baik Sebelum maupun
sesudah OTDA Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara dan Rejang Lebong
masuk kategori kemampuan keuangan dalam categori sangat kurang. Kota Bengkulu
ke-tiga indikator ukuran desentralisasi fiscal ternyata mengalami kondisi lebih buruk
setelah OTDA. Sementara ke-tiga daerah lainya yaitu Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara
dan Rejang Lebong untuk indikator PAD:TPD kondisi pasca OTDA cenderung lebih baik
dibandingkan sebelum OTDA. Namun demikian untuk dua indicator lainnya memiliki

kesimpulan yang sama bahwa pasca OTDA mengalami kondisi lebih buruk.

Meningkatnya PAD dari tahun ke tahun tidak signifikan jika dibandingkan
dengan peningkatan dana transper atau dana ‘perimbangan dari pemerintah pusat.
Banyaknya kebocoran PAD seperti yang dilansir beberapa media local telah
menyebabkan rendahnya kontribusi secara relatip. Hal ini juga mengindikasikan bahwa
OTDA yang memberi seluas Iuasny-a dalam mengelola keuangan daerah ternyata tidak

mampu meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan.
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Tabel 6.1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Kab./Kota Indikator Sebelum OTDA Setelah OTDA Keterangan
Mean Max Min Mean Max Min
F 5 v
Bengkulu 1. PAD:TPD 9.39% 14.72% | 4.26% 5.38% 7.59% 2.8% Lebih buruk
o gHPBP:TP 7.78% 10.74% | 4.64% 547% 6.06% 4.69% Lebih bunik
3. SPP:TPD T5.88% | 87.61% | 64.54% |-83.84% | 92.40% | 74.03% Lebih buruk

"Sebelum dan sesudah OTDA Kota Bengkulu masuk kategori kemampuan keuangan dalam categori

sangat kurang

Bengkulu | 1. PADTPD | 3.42% | 897% | 090% |345% | 600% | L79% | oot

Sehtan D | 9.93% | 1534% | 7.26% | 5.72% | 10.03% i
2. BHPBP:TP i i 2 5 .03 1.88% Lebih buruk
3. SPPITPD | 83.47% | 88.62% | 67.49% | 87.80% | 92.33% | 80.79% | | oo

-

da

h OTDA Kab. Bengkulu Selatan masuk k i puan keuangan dalam

File
Bengkulu |1 PAD:TPD | 239% | 2.63% | 1.98% |3.72% | 8.84% | 2.06% Lebih baik
Utara
2. BHPBP:TPD | 8.86% | 10.74% | 7.74% | 591% | 11.47% | 1.89% Lebih buruk
3- SPP:TPD | 85.75% | 87.65% | 83.19% | 85.99% | 95.14% | 71.28% | | it oo

Sebelum dan sesudah OTDA Kab. Bengkulu Utara masuk kategori kemampuan keuangan dalam categori
sangat kurang

Rejang 1. PAD:TPD | 3.73% | 4.55% | 202% |4.10% | 7.48% |2.71%

Lk Lebih baik
ebon,

B 2. BHPBRTPD | 7.37% | 11.27% | 5.20% | 5.09% | 7.81% | 3.65% Labih buruk

3. SPP:TPD | 86.25% | 87.64% | 83.61% | 86.50% | 91.02% | 76.43% Lebih buruk

Sebelum dan sesudah OTDA Kab. Rejang Lebong masuk kategori kemampuan keuangan dalam category

sangat kurang

Sumber: Hasll Penelitian, 2013

Angka-angka pada Tabel 6.1 juga mengindikasikan secara umum kemampuan
keuangan dalam kategori sangat kurang. Rendahnya kontribusi PAD salah satu juga
disebabkan adanya pemekaran daerah otonom baru. Misalnya Bengkulu Selatan telah
terbagi dalam tiga daerah otonom, dua diantaranya adalah daerah otonom baru, yaitu
Kabupaten Seluma dan Kaur. Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Utara juga
mengalami kondisi yang sama menjadi tiga daerah otonom baru. Masing-masing
tambahan daerah otonom yaitu Kabupaten Kepéhyang dan Lebong untuk daerah
otonam baru di Rejang Lebong serta Kabupaten Muko-muko dan Bengkulu Tengah
merupakan daerah otonom baru untuk Bengkulu Utara. Namun demikian factor ini
juga tidak seutuhnya benar karena Kota Bengkulu tidak ada penambahan daerah
otonom temyata kondisi lebih buruk dibandingkan dengan ke-tiga Kabupaten lainnya
secars relative. Xota Bengkulu yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan
nampakny2 Selum mampu meningkatkan geliat ekonomi secara signifikan oleh

Pemerint=h Ko%= selain factor kebocoran seperti yang dijelaskan sebelumnya.
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6.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kondisi Kota Bengkulu pasca OTDA ke-tiga indicator kemandirian keuangan
menunjukkan kondisi lebih buruk sebelum OTDA. Bengkulu Selatan menggambarkan
kondisi yang lebih baik setelah OTDA khusus untuk indikator ke-2 dan ke-3 namun
untuk indikator pertama menunjukkan kesimpulan yang sama. Kabupaten Bengkulu
Utara kemandirian keuangan pasca OTDA mengalami kondisi lebih baik kemandirian

keuangannya untuk ke-tiga indikator. Sementara itu Kabupaten Rejang Lebong hanya

indikator PAD:TKD yang menunjukkan kondisi lebih baik pasca OTDA.

Tabel 6.2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kab./Kota Indikator Sebelum OTDA Setelah OTDA Keterangan
Mean Max Min Mean Max Min
Bengkulu 1. PAD:TKD 9.98% | 16.14% | 443% | 5.48% | 7.27% | 2.70% | Lebih burok
2. PAD:TKR 16.37% | 2643% | 6.76% | 7.09% | 10.29% | 3.47% | Lebih buruk
3. (PAD+ BHPBF) : TKD 1040% | 1680% | 5.06% | 7.46% | 12.74% | 2.84% | Lebih buruk
Bengkulu 1. PAD:TKD 3.64% 9.92% 0.93% 3.36% 5.88% | 1.63% | Lebih buruk
Selatan 2. PAD:TKR 5.45% | 1420% | 1.22% | 5.74% | 17.02% | 2.29% | Lebih balk
3.(PAD+ BHFBF): TRD 4.75% | 1161% | 098% | 5.10% | 10.34% | 1.75% | Lebih baik
Bengkulu 1. PAD:TKD 235% | 2.72% | 2.01% | 3.84% | 9.92% | 2.31% | Lebih baik
Utara 2. PAD:TKR 420% | 4.77% | 3.65% | 5.10% | 12.73% | 2.44% | Lebih baik
3. (PAD+ BHPBP): TKD 477% | 5.52% | 4.34% | 6.40% | 10.56% | 2.31% | Lebih baik
Rejang '_EAD:TKD 3.81% 465% | 2.11% | 4.21% [ 7.62% | 2.92% Lebih baik
Lebong 2. PAD:TKR 6.15% 762% | 4.16% 5.44% | 9.21% | 3.61% | Lebih buruk
3- (PAD+ BHPBP): TRD 4.96% | 5.65% | 4.10% | 484% | 827% | 2.99% Lebih buruk

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

6.3. Rasio Efesiensi Pendaptan Asli Daerah

Acz dua ukuran yang dugunakan untuk melihat efisiensi PAD yaitu; pertama

dilihat dari ukuran Total Sisa Anggaran terhadap Total Belanja Daeah dan ke-dua
difinat dari Total Pengeluaran Lainnya terhadap Total Belanja Daerah. Secara umum ke-
empat Kabupaten/Kota menunjukkan efisiensi anggaran yang lehib haik dihandinlean
sebelum OTDA. Faktor utama yang menyebabkan efesiensi penggunaan anggaran
adalsh k=re== penggunaan anggaran yang berbasis kinerja dan program sehingga
tidak semua angearan bisa diserap Habis,




Ada dua sisi dalam menilai penyerapan anggaran, jika dilihat dari sisi
kemampuan daya serap menunjukkan ukuran yang baik, namun jika kita menilai dari
sisi efisiensi penggunaan anggaran bahwa sisa anggaran menunjukkan kita bisa
melakukan saving anggaran untuk tahun selanjutnya. Pengeluaran lainnya pasca OTDA
cenderung lebih kecil, karena sudah diatur item-item anggaran sehingga kecil sekali

kemungkinan bahwa mata anggaran bisa dimasukkan dalam pengeluaran lainnya.

Tabel 6.3. Efisiensi Pendaptan Asli Daerah

Kab./Kota Indikator Sebelum OTDA Setelah OTDA Keterangan
Mean Max Min Mean Max Min
1. TSA:TBD 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 10.17% -4.20% | Lebih baik
Bengkulu 2. TPL:TBD 5.48% | 7.05% | 3.83% | 1.63% | 4.78% 0.05% | Lebih baik

Bengkulu [.7sa780 [ 0.00% [ 0.00% | 0.00% [ 2.59% [9.08% | 0.00% | Lebih baik
Selatan [2.7PTBD [ 6.19% | 11.50% | 4.27% | 3.02% | 11.63% | 0.10% | Lebih baik

Bengkulu [1.TsaTBO [ 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% [ 19.60% [ -12.34% | Lebih baik

Utara [2.7PuTBD [3.93% | 4.37% | 2.43% | 4.58% | 24.99% | 0.04% | Lebih buruk

Rejang [11sATBO [ 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 2.75% | -1.32% [ Lebih baik i}
Lebong [ 2.TPLTBD | 4.64% | 5.04% | 4.16% | 2.80% [ 12.10% | 0.16% [ Lebih baik

Sumber: Hasil Penelitian, 2013

6.4. Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah

Pasca adanya OTDA ternya ke-empat daerah otonom menunjukkan
pertumbuhan PAD lebih baik dibanding sebelum OTDA., Berdasarkan ukuran yang ada
juga bahwa Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara menunjukkan pertumbuhan sangat
baik, sedangkan Kota Bengkulu menunjukkan pertumbuhan dalam kategori sedang
dan Rejang Lebong dalam kategori cukup. Pertumbuhan sektor riil dan jasa sedikit
banyak telah memacu pertumbuhan PAD apalagf dengan OTDA masing-masing kepala
daerah dipacu untuk meningkatkan PAD untuk membiayai RAPBD yang sudah
direncanzkan. Hanya saja peningkatan PAD tersebut tidak sebandingkan dengan
peninglatan pengeluaran yang disebabkan beberapa hal; misalnya rekrutment
Pegawa neger sipll dalam jumlah yang besar yang tidak lagi disesuaikan dengan
kemampu=n &=wangan daerah, in-efisiens anggaran, serta beberapa program yang
tidak didasarkam prioritas.
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Tabel 6.4. Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah

Kab./Kota Sebelum OTDA Setelah OTDA Keterangan
Mean | Max | Min Mean | Max | Min
Bengkulu 454% [ 7030% |-41.36% | 30.85% | 9697% | -10.17% | LebihBaik
Sebelum OTDA di Kota Bengkulu masuk category sangat kurang, setelah OTDA masuk kategori sedang
Bengkulu Selatan [-690% [52.17% i -50.20% | 67.45% | 545.60% | -2491% | LebihBaik
Sebelum OTDA di Bengkulu Selatan masuk category sangat kurang, setelah OTDA masuk kategori sangat baik
Bengkulu Utara 20.11% | 62.72% [ -13.75% [ 69.36% | 751.42% | -57.72% | Lebih Baik

Sebelum OTDA di Bengkulu Utara masuk category cukup, setelah OTDA masuk kategori sangat baik.
| Rejang Lebong [1639% | 107.36% | -37.00% | 31.57% | 137.63% | -19.01% | Lebih Baik

Sebelum OTDA di Rejang Lebong masuk category kurang setelah OTDA masuk Kategori cukup

Sumber: Hasil Penelitian, 2013
6.5. Analisis Diskriminan

Jika kita merujuk nilai Wiks Lamda dan signifikasi (Tabel 5.5) menggambarkan
bahwa variabel penijelas atau predictor mampu membedakan antara sebelum OTDA
dan setelah OTDA. Beberapa variabel tersebut adalah; derajat desentralisasi fiscal,
rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi PAD, dan rasio pertumbuhan PAD.
Derajat desentralisasi fiscal dengan tiga ukuran yaitu : PAD:TPD (X11), BHPBP:TPD (X12),
dan SPP : TPD (X13). Rasio kemandirian keuangan daerah dengan tiga ukuran yaitu :
PAD:TKD (X21), PAD:TKR (X22), dan PAD+BHBP:TKD (X23). Rasio efisiensi PAD dengan
dua ukuran yaitu : TSA:TBD (X31), dan TPL:TBD (X32). Rasio pertumbuhan PAD hanya

diwakili satu ukuran yaitu melihat pertumbuhan PAD dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 5.5. Test Fungsi Diskriminan
Wilks' Lambda

Test of Function(s) | Wilks' Lambda Chl-w df Sig
1 .580 32 445 9 000
Eigenvalues
Function Canonical
Eigenvalue | % of Variance | Cumulative % Correlation
1 695" 100.0 100.0 840
a First 1 ¢ ical discrimi functions were used in the analysis.

Sumber: Hasil penelitian, 2013

Output tersebut menunjukkan bahwa nilai korelasi kanonikal ‘yaitu 0,70
menuniuksan adanya hubungan antara variabel-variabel yang membedakan antar rasio
sebelum OTDA dan setelah OTDA memiliki hubﬁngan yang erat. Ketepatan model ini
dalam mengkassiasi sebelum dan sesudah OTDA masing-masing observasi adalah
sebesar 825
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Adapun fungsi diskriminan yang membedakan antara sebelum dan sesudah OTDA
adalah sebagal berikut:
D =0,79Xy +0,82X; + 0,08X,3 - 1,31X;, +0,73Xx: - 0. 01X -0,32X5, + 0,205, - 0,26X,

Variabel yang singnifikan yang membedakan kinerja LKPD PEMDA Kota/Kabupaten di
Propinsi Bengkulu adalah variable X;; dan X,;, sedangkan jika dengan tingkat keyakinan
9of% adalah X, X, Xi: dan Xy, Dari persamaan tersebut menggambarkan ke-empat
variabel yang signifikan menunjukkan koefisien yang positip. Sehingga ke-empat
variabel tersebut menunjukkan pengaruh yang positip.

Variabel yang signifikan untuk desentralisasi fiskal adalah variabel X,; dan X;;
Variabel X;= BHPBP:TPD menunjukkan rata-rata rasio lebih rendah pasca OTDA, yaitu
sebelum OTDA rata-rata sebesar 8,5% setelah OTDA sebesar 5,6%. Variabel X,;= SPP :
TPD rata-rata rasio lebih besar pasca OTDA 86% berbanding 83% sebelum OTDA.
Variabel kemandirian keuangan hanya hanya variable X,, = PAD:TKR menunjukkan rata-
rata rasio lebih rendah pasca OTDA sebesar 6% berbanding 8% sebelum OTDA. Variabel
terkahir yang signifikan adalah efisiensi keuangan adalah X;,= TPL:TBD menunjukkan
rata-rata rasio lebih rendah pasca OTDA yaitu sebesar 3% berbanding 5% sebelum
OTDA. Koefisien Fungsi Diskriminan adalah dihitung sebagai berikut : ((20 X 1.272) + (48
X-0,530))/2=25,44-25,44 = 0.

Vil.  KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab sebelumnya dapat ditarik beberapa
kesimpulan. Pertama derajat desentralisasi fiscal pasca OTDA ternyata lebih buruk
dibandingkan sebelum OTDA dan kemampuan keuangan masuk dalam kategori
kurang, baik sebelum maupun PASCA OTDA. Ke-dua kemandirian keuangan untuk
Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, dan Rejang Lebog cenderung lebih baik disbanding
sebelum OTDA, semantara itu kota Bengkulu cenderung lebih buruk pasca OTDA. Ke-
tiga efisiensi dalam pengelolaan PAD ke-empat Kabupaten/Kota cenderung lebih baik
dibandingkan sebelum OTDA. Ke-lima rasio pertumbuhan PAD cenderung lebih baik
dibandingkan sebelum OTDA, dan secara umum menunjukkan kategori sedang hingga
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sangat baik. Ke-enam ada empat variabel yang membedakan kinerja LKPD pemerintah
Kota/Kabupaten di Propinsi Bengkulu yaitu: X, (BHPBP:TPD), X;5(SPP : TPD), X,
(PAD:TKR), dan X;,(TPL:TBD).

7.2. Saran

Tingginya ketergantungan pemerintah daerah yang ada di Propinsi Bengkulu
pada pemerintah pusat khususnya Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara
dan Rejang Lebong, bahkan dari data yang sumbangan pemerintah pusat lebih besar
kontribusi pasca OTDA. Rata-rata kontribusi PAD hanya sebesar 2% hingga 9% dari
total pengeluaran daerah. Kondisi keuangan yang demikian maka diperlukan upaya
baik dari sisi meningkatkan pendapatan maupun dari sisi efisiensi pengeluaran, Masih
rendahnya pertumbuhan PAD disebabkan banyak hal; misalnya belum tergarapnya
secara optimal sumber-sumber potensial PAD dan masih rendahnya target PAD serta
realisasinya. Fakta lain menunjukkan seperti yang dilansir beberapa media lokal
terjadinya kebocoran PAD. Sehingga dari sisi penerimaan diperlukan upaya dan
komitman bersama dalam meningkatkan PAD masing-masing daerah mulai dari
Bupati/Walikota hingga petugas yang terlibat langsung pemungutan PAD. Dari sisi
pengeluaran sebaiknya pemerintah Kota/Kabupaten berupaya mengoptimalkan dulu
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada saat ini dan tidak melakukan rekrutmen PNS
dalam jangka pendek. Selain dilakukan dengan menghindari kebocoran dan inefisensi
anggaran, misalnya anggaran didasarkan prioritas program, mengurangi perjalanan
dinas yang tidak esensial.

Rendahnya kinerja keuangan LKPD bahkan ada kecenderungan tidak ada
perubahan yang berarti yang tergambar dari analisis diskriminan yang menunjukkan
beberapa variabel utama tidak ada yang membedakan antara sebelum dan pasca
OTDA. Kondisi seperti ini menggambarkan misi utama OTDA untuk meningkatkan
keseahteraan masyarakat dan pelayanan publik tidak tercapai. Kondisi seperti ini
menjad peringatan besar daerah otonom untuk berbenah diri dalam segala aspek,
khusussyes <=am upaya mengoptimalkan APBD masing-masing daerah yang
berorientas walee for money.
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